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BUPATI SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 6 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 34 TAHUN 
2019 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 

DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai kode etik pengelola 
pengadaan barang/jasa daerah telah ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 
2019 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan. Peraturan Bupati Sambas Nomor 66 Tahun 
2022; 

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring level kematangan 
proaktif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, terdapat ketentuan di dalam 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf 
a yang perlu disesuaikan, 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana 
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 
tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan. Barang/Jasa 

Daerah, 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1820) 



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6780); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan. Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63); 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit 
Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 
tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan 
Barang/Jasa Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2019 Nomor 34) sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 66 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kode 
Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 
Nomor 66); 

13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 77 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2021 Nomor 77); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 34 TAHUN 
2019 TENTANG KODE ETIK PENGELOLAAN 
PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 66 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2019 
tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 66) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 13 

Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 
a. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Inspektur Kabupaten Sambas; 
b. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten 
Sambas,dan 

c. Anggota dijabat oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sambas. 

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 19 

Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan 
Kode Etik yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Sambas. 

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 21 

Anggaran Belanja Majelis Pertimbangan Kode Etik di bebankan pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sambas. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 27 Februari 2023 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

SATONO 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 27 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

FERY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 6 

ai Dengan Aslinya 
HUKUM 

SH 
506 200502 1 004 
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